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MOTTO 

"Seseorang yang dlpercaya penuh untuk mengelola dana yang 

berllmpah namun tldak ada yang mengontrol, maka sebalk apapun 

reputasl orang tersebut pastl akan mudah berubah karena adanya 

faktor abuse yang terlalu besar" 

(L.Suhardl) 

Majalah Usahawan Nomor 02/Tahun XXVU/Februari 1998, halaman 

10. 
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RINGKASAN 

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia membawa dampak terhadap 

dunia perbankan nasional. Dilikuidasinya beberapa bank operasional 

mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan semakin 

menurun sehingga dunia perbankan mengalami krisis yang sistematik atau 

nyaris mengalami kelumpuhan. GunSl mencegah situasi tersebut tidak berlanjut, 

maka secara reaktif pemerintah memberlakukan program penjaminan yang 

bersifat blanket guarantee. Program Penjaminan Pemerintah tersebut menjamin 

seluruh kewajiban bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat berupa 

simpanan deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

Tujuan penulisan dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisa 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat untuk ikut serta 

dalam Program Penjaminan Pemerintah, akibat hukum dari perjanjian antara 

Bank Indonesia cabang Jember dengan Bank Pembangunan Daerah Jatim 

' serta proses pembubaran Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat PT.Bank 

Pasar Bima Hayu, Jember . 

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan 

masalah secara yuridis normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data 

menggunakan studi kepustakaan dan konsultasi dengan pihak Bank Indonesia 

cabang Jember dan pihak Pengelola Sementara PT Bank Pasar Sima Hayu, 

Jember. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Pada dasarnya untuk ikut program penjaminan, BPR harus memenuhi 

persyaratan pokok, yaitu menyerahkan surat keikutsertaan yang telah 

ditandatangani pemilik, komisaris dan direksi, membayar fee kepada pemerintah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyerahkan daftar nominatif dan 

rekapitulasi daftar nominatif. Kemudian, akibat hukum dari perjanjian 

pelaksanaan pembayaran simpanan pihak ketiga antara Bank Indonesia cabang 

Jember dengan Bank Pembangunan Daerah adalah isi perjanjian mengikat dan 
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berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut 

menimbulkan kewajiban, hak, dan sanksi antara Bank Indonesia cabang Jember 

selaku pihak pertama dengan Bank Pembangunan Daerah Jatim selaku pihak 

kedua.Mengenai proses pembubaran Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat 

PT. Bank Pasar Bima Hayu, Jember didahului dengan pembekuan kegiatan 

usaha tertentu BPR, dilanjutkan dengan penempatkan Pengelola Sementara, 

kemudian Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha BPR. Pengelola 

Sementara mengadakan RUPS untuk membubarkan Badan Hukum serta . 
mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran tersebut kepada Departemen 

Kehakiman Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, surat kabar 

harian, dan papan pengumuman kantor Kecamatan. 

Adapun saran-saran yang dapat disumbangkan adalah perlunya program 

penjaminan didukung kontra jaminan yang bermutu tinggi untuk memperkecil 

beban keuangan yang ditanggung Pemerintah. Selain itu, Pemerintah perlu 

mempertimbangkan swastanisasi penjaminan untlJk meningkatkan usaha 

penyehatan perbankan dan dalam hal BPR mengalami likuiditas bukan karena 

kesalahan pengelolaan namun karena kesalahan pihak-pihak dalam BPR itu 

sendiri maka sebaiknya BPR tersebut langsung dilikuidasi tanpa melalui 

prosedur pembekuan kegiatan usaha atau ikut program penjaminan, hal tersebut 

untuk menghindari terjadinya moral hazard pemilik dan pengurus BPR. 

xiii 






	isi.pdf
	Image_00002
	Image_00003
	Image_00004
	Image_00005
	Image_00006
	Image_00007
	Image_00008
	Image_00009
	Image_00010
	Image_00011
	Image_00012
	Image_00013
	Image_00014
	Image_00015
	Image_00016

	daftar.pdf
	Image_00002
	Image_00003
	Image_00004


